" BUPATI TEMANGGUNG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 77 TAHUN 2019

TENTANG

i < : PERATURAN INTERNAL
f RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
| BUPATI TEMANGGUNG,

Menimbang : a. bahwa guna peningkatan kinerja dan peningkatan mutu
pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah
_ Kabupaten Temanggung, maka Peraturan Bupati Temanggung
Nomor 51 Tahun 2016 tentang Peraturan Internal Rumah
Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 95
Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Temanggung Nomor 51 Tahun 2016 tentang Peraturan
Internal Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung
sudah tidak sesuai dan perlu diganti;

il b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Temanggung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentémg Pembentulan

Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah;

: 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

i A Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

B GRERLLE Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

3. Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan  Negara  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor S5, Tambahan Lembaran Negara
- Republik Indonesia Nomor 4355); -

3 g-1 ndz.:g Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
olaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
epul Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

ra Republik Indonesia Nomor 4400);
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31. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 28 Tahun 2019 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta
Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah
Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung (Berita Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 2019 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN INTERNAL

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
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188
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Daerah adalah Kabupaten Temanggung.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Temanggung.

Pemerintah  Daerah adalah Bupati Temanggung
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Temanggung.

Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah
Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung.

Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT, adalah unsur pelaksana
teknis Dinas/Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional
dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;

Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya
disingkat UPT RSUD adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan
Direktur adalah Direktur UPT RSUD Kabupaten Temanggung.

Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah
sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas
dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan
pengelolaan daerah pada umumnya.

Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan
menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada
masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan
kesejaheraan umuim dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi
berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian
layanan yang permutu berkesinambungan dan berdayasaing.

Pejabat pengelola rumah sakit terdiri dari pemimpin BLUD, pejabat keuangan

dan pejabat teknis.

Jabatan Fungsional Umum a
pengangkatan dalam jabatan
dengan angka kredit

Peraturan Internal Korporasi  (Corporate Bylaws) RSUD Kabupaten
Temanggung adalah peraturan Internal Rumah Sakit yang mengatur
hubungan antara Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung sebagal pcmlh_k
dengan Dewan Pengawas, Pcjabat Pengelola dan Staf Medis rumah sakit

sebagai  unsur

dalah jabatan fungsional umum yang untuk
dan kenaikan pangkatnya tidak diisyaratkan

A

T



BAB XXIV
KEWENANGAN KLINIS
Pasal 173

Asuhan keperawatan hanya boleh dilakukan oleh staf keperawatan yang telah

.

diberi kewenangan klinis melalui prosedur kredensial.

| Kewenangan klinis yang diberikan kepada staf keperawatan disesuaikan

~ dengan kategori jenjang klinis keperawatan.

Pasal 174

engaturan kewenangan klinis staf keperawatan dapat bersifat :
Kewenangan klinis sementara (temporary clinical privilege);
Kewenangan klinis dalam keadaan darurat (emergency clin
Kewenangan klinis bersyarat (provisional clinical privilage).

ical privilage);dan

BAB XXV
DELEGASI TINDAKAN MEDIK
Pasal 175

(1) Penentuan tindakan medis yang bersifat delegatif berdasarkan kesepakatan

antara komite medis dengan komite keperawatan.

(2) Daftar tindakan medis yang bersifat delegatif yang sudah menjadi
kesepakatan dimasukkan dalam buku putih dan wajib untuk dikredensial.

(3) Staf keperawatan melakukan tindakan medis yang bersifat delegatif
berdasarkan Standart Prosedur Operasional (SPO).

(4) Tindakan medis yang bersifat delegatifl, tetapi menjadi tanggung
medis yang memberikan delegasi.

jawab tenaga

BAB XXVI
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 176

Staf Medis rumah sakit yang berstatus sebagal organik maupun mitra, yang
melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 173

Pasal 174, Pasal 175 dikenakan sanksi administrasi.

Pasal 177
¢si administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 berupa:
a. teguran lisan atau tertulis;
'l'_pznghentian praktik untuk sementara waktu;
»-g' .mberhentian dengan tidak hormat bagi staf Medis organik; atau

)emutusan perjanjian kerja bagi staf Medis mitra yang masih berada dalam
a kontrak.
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BAB XXVII
KETENTUAN PENUTUP

3 Pasal 178
Pada saat Peraturan Bupati ini

Temanggung Nomor 51 Tahun 2016
Umum Daerah Kabupaten Temanggun

mulai berlaku, maka Peraturan Bupati
tentang Peraturan Internal Rumah Sakit

g (Berita Daerah Kabupaten Tahun 2016
Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung

Nomor 95 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung
Nomor 51 Tahun 2016 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah

Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2017
Nomor 95) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 179
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 9 Desember 2019
—

Diundangkan di Temanggung-

pada tanggal 9 Desember 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

BUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2019 NOMOR 78
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